PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 8 TAHUN 1964
TENTANG
PENGAVASAN DAN PEN LAl AN PEMBANGIUNAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

1. bahwa pel aksana Penbangunan Nasional Senesta Berencana yang tel ah
ditetapkan garis-garis besarnya oleh MP.RS telah nencapai
kenaj uan- kenaj uan di semua bi dang;

2. bahwa untuk nengetahui tingkat dan kecepatan kemajuan itu serta
nenper | ancar j al annya pel aksanaan penbangunan dan nengat asi hanbat an-
hanbat an pada proses pel aksanaan itu secara |ebih tepat dan effisien
perl u di adakan pengawasan dan peni |l ai an penbangunan;

3. bahwa norma- norma, ketertiban dan kel ancaran pengawasan dan penil ai an
harus dijamn dan diatur agar tercapai hasil yang seobyektip-
obyekt i pnya;

4., bahwa keperl| uan akan pengat uran pengawasan dan penil ai an penbangunan
di rasakan sangat nendesak ber hubung pel aksanaan penbangunan itu sudah
nengi nj ak tahun pel aksanaan yang keenpat .

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Ketetapan MP.R'S. Nonor | dan |1/ MPRY 1960;

3. Amanat Presiden/Mandataris MP.RS pada S dang Uum ke-11 MP.R S
yang berjudul "Anbeg Parama Arta’;

4, Resolusi MP.RS Nonor |/Res/ MPRY 1963 tentang Ananat dan |khtisar

Tahunan Presiden/Mandataris MP.R S. nengenai pel aksanaan Ket et apan-
ketetapan MP.RS Nonor | dan I/ MPRY 1960;
5. Penet apan Presi den Nonor 12 tahun 1963 (di senpurnakan);

Mendengar :
Saran-saran Pinpi nan Hari an Bappenas/ Menteri W usan Perencanaan Penbangunan
Nasi onal .

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
PERATLRAN PRESI DEN REPUBLIK | NDONESI A TENTANG PENGAVWASAN DAN PEN LA AN
PEMBANGUNAN

Pasal 1.

(1) Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal (BAPPENAS) bertugas nenbantu
Presi den/ Pemnpin Besar Revolusi/Mindataris Mjelis Pernusyawarat an
Rakyat Senentara dalam pel aksanaan pengawasan dan penil ai an
penbangunan.

(2) Hubungan antara BAPPENAS dengan Badan Koordi nasi Penbangunan Daerah
(BAKOPDA) dal am pel aksanaan pengawasan dan penilai an penbangunan
di sel enggar akan sebai k- bai knya untuk nencapai hasi| pengawasan serta
peni |l aian penbangunan diseluruh wlayah Republik Indonesia dan
sel anjutnya diatur dalamperaturan tersendiri.



Pasal 2.
Dal am nenpersi apkan dan nel aksanakan tugas pengawasan dan penil ai an
tersebut dalam pasal 1 ayat (1) BAPPENAS bekerja sama dengan Bank
Penbangunan | ndonesi a.

Pasal 3.

BAPPENAS nenentukan norma-norna sistim serta tata cara pengawasan dan
peni | ai an penbangunan.

Pasal 4.

(1) Utuk Kkepentingan pengawasan dan penilaian penbangunan BAPPENAS
berwenang unt uk nem nt a ket er angan- ket erangan yang di perl ukan dari :

a. Depar t enen- depar t enen/ Jawnat an- j anat an, dan | nst ansi -
i nst ansi / pej abat - pej abat resm | ai nnya;

b. Lenbaga- | enbaga dan badan- badan serta perseorangan swast a;

C. Q gani sasi - organi sasi nmasyar akat dan nassa;

d. Badan-badan ini yang dianggap perlu oleh PR npinan Harian/
Menteri Wusan Perencanaan Penbangunan Nasi onal .

(2) Keterangan-keterangan yang di maksud dal am ayat (1) pasal ini waib
di beri kan ol eh fihak-fihak yang bersangkutan secara sebenar-benar nya
dan sel engkap-| engkapnya serta dal amwakt u yang sesi ngkat - si ngkat nya.

(3) PFnpinan Harian Bappenas/Menteri Wusan Perencanaan Penbangunan
Nasi onal nenunj uk pet ugas- pet ugas BAPPENAS tertentu untuk nel akukan
peneri ksaan- peneri ksaan setenpat dan pada proyek-proyek penbangunan
tertentu dalam rangka pel aksanaan pengawasan dan penil ai an
penbangunan.

(4 FHhak-fihak vyang |angsung bertanggung-jawab atas pel aksanaan
penbangunan mnasi ng- nasi ng proyek penbangunan yang di awasi dan/atau
dinilai oleh BAPPENAS wajib nenberikan segala fasilitas yang
di perl ukan ol en petugas-petugas yang di maksud dal am ayat (3) pasal
ini.

Pasal 5.

(1) Barang siapa nel akukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden ini di kenakan
hukuman- hukunan seperti ditetapkan dal am peraturan-peraturan yang
ber | aku.

(2) Presiden/Pinpinan Tertinggi BAPPENAS dapat nenerintahkan di anbilnya
ti ndakan-ti ndakan kebijaksanaan tertentu untuk nenghenti kan/ nencegah
aki bat - aki bat yang nerugi kan penbangunan ber hubung dengan per buat an-
per buat an yang di naksud dal am ayat (1) Pasal ini, atas usul P npinan
Hari an/ Menteri  Wusan Perencanaan Penbangunan Nasional dan setel ah
nendengar perti nbangan- perti nbangan seperlunya dari Presidi um Kabi net
Kerja/Vkil PFinpinan Tertinggi BAPPENAS dan P npi nan Bank Penbangunan
| ndonesi a.

Pasal 6.

Segal a sesuatu nengenai pengawasan dan penilai an penbangunan yang bel um
diatur atau yang telah diatur dalam Peraturan Presiden ini tetapi



nener | ukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dal am peraturan-peraturan
tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 1964.

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

Tt d.
SUKARNO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 NMaret 1964.
SEKRETAR S NEGARA,
Tt d.

MOHD, | GHSAN
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